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ABSTRACT

The purpose of this article is to examine how the government has a
constitutional responsibility to protect citizens' right to information
in the digital age. This research is driven by the increasing complexity
of information access and dissemination, which is often not matched
by adequate constitutional protection. This research was conducted
using a normative method by performing a legal-critical analysis of
the Indonesian constitution, laws and regulations, and digital policy
practices. The main finding indicates that in the digital age, a passive
government approach to protecting the right to information is no
longer relevant. The government must change to act as a guarantor
of rights, not just as a regulator. This article suggests human rights-
based digital policy changes, as well as the establishment of an
independent oversight body to ensure that the management of public
information is transparent and accountable. The main conclusion
emphasizes that inclusive digital constitutionalism is crucial as the
foundation of the state to ensure citizens' digital rights fairly and
genuinely

ABSTRAK

Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana pemerintah
memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak
warga negara atas informasi di era digital. Meningkatnya
kompleksitas akses dan penyebaran informasi, yang seringkali
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tidak diimbangi oleh perlindungan konstitusional yang memadai,
mendorong penelitian ini. Penelitian ini dilakukan menggunakan
metode normatif dengan melakukan analisis yuridis-Kkritis
konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan praktik kebijakan
digital Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa dalam era
digital, pendekatan pemerintah yang pasif untuk melindungi hak
atas informasi tidak lagi relevan. Pemerintah harus berubah untuk
bertindak sebagai penjamin hak, bukan hanya sebagai regulator.
Artikel ini menyarankan perubahan kebijakan digital yang berbasis
hak asasi manusia, serta pembentukan lembaga pengawas
independen untuk memastikan bahwa pengelolaan informasi
publik transparan dan bertanggung jawab. Kesimpulan utama
menekankan bahwa konstitusionalisme digital yang inklusif sangat
penting sebagai fondasi negara untuk menjamin hak-hak digital
warga secara adil dan nyata.

PENDAHULUAN

Akses ke informasi sangat penting di era modern, yang ditandai oleh revolusi
teknologi informasi, untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat
dalam kehidupan nasional dan internasional. Dalam Pasal 28F, Konstitusi Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (juga dikenal sebagai UUD 1945) menyatakan bahwa hak
atas informasi merupakan hak asasi manusia. Ini sejalan dengan gagasan bahwa
kebebasan informasi sangat penting untuk masyarakat demokratis karena
menggabungkan transparansi dengan partisipasi publik (Riegner, 2017; Udombana &
Quadri, 2020). Namun, banyak hambatan menghalangi pelaksanaan hak konstitusional
ini. Ada kebutuhan akan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak ini
karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang salah dapat
merusak integritas sistem informasi.

Fokus utama dari penelitian ini adalah kurangnya upaya pemerintah untuk
menjamin dan melindungi hak informasi warga negara secara merata, adil, dan
bertanggung jawab di era teknologi saat ini. Di satu sisi, melalui UU No. 1, pemerintah
telah menetapkan berbagai kebijakan untuk digitalisasi layanan dan keterbukaan
informasi publik. Meskipun UU Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan pada tahun
2008, akses ke informasi telah dibatasi karena masalah keamanan nasional dan
pelanggaran privasi data (Sabubun & Hammar, 2024; Fauzan et al., 2024). Ada keyakinan
bahwa sistem hukum saat ini tidak cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan yang
dapat mengakibatkan pembatasan hak-hak dasar masyarakat (Sabubun & Hammar,
2024; Fauzan et al., 2024). Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak
digitalisasi informasi serta keterbatasan yang terkait dengannya membuat akses
informasi menjadi sulit bagi sebagian besar orang (Farmer, 2015; Kainja, 2023).
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Karena banyaknya hoaks yang digunakan untuk membenarkan pembatasan
informasi, tantangan ini semakin kompleks (Toha & Cosslett, 2023; Sabubun & Hammar,
2024). Studi menunjukkan bahwa masyarakat sering mengabaikan hak mereka atas
informasi. Disinformasi menyebabkan masyarakat tidak dapat mendapatkan informasi
yang akurat (Toha & Cosslett, 2023; Sabubun & Hammar, 2024; Fauzan et al., 2024). Oleh
karena itu, pemerintah harus melakukan upaya yang lebih besar untuk menciptakan
lingkungan yang mendukung pemenuhan hak atas informasi. Ini termasuk
meningkatkan pengetahuan warga tentang informasi dan memperkuat peraturan yang
mendukung akses yang jelas dan adil (Riegner, 2017, Udombana & Quadri, 2020;
Michener, 2015).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tanggung jawab
konstitusional pemerintah dalam melindungi hak atas informasi di era digital dan
seberapa efektif kebijakan dan sistem hukum yang ada untuk melindungi hak tersebut.
Di era informasi saat ini, pentingnya akses informasi sebagai alat demokrasi semakin
diperhatikan. Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang mendukung kebebasan
yang adil untuk memperoleh, mengakses, dan menyebarkan informasi (Poiran et al.,
2023; Congge et al., 2023). Undang-undang dan kebijakan saat ini, seperti Undang-
Undang No. 14 Tahun 2008 dibuat untuk melindungi hak ini, tetapi masih ada banyak
tantangan dalam menerapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada perlunya analisis
lebih lanjut tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan kebijakan ini
dalam dunia digital yang sedang berkembang (Baharun & Finori, 2019).

Selain itu, peran pemerintah dalam era disrupsi digital telah dibahas dalam
sejumlah studi (Poiran et al., 2023; Congge et al., 2023), tetapi literatur masih kekurangan
informasi tentang aspek tanggung jawab konstitusional pemerintah terkait hak atas
informasi. Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya literasi digital untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak demokrasi (Afandi, 2023; Ahmad,
2022). Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk tidak hanya melindungi
hukum tetapi juga memberi tahu orang tentang hak mereka untuk mendapatkan
informasi dan cara mengaksesnya (Fajri et al., 2022; Afandi, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
kebijakan ini, seperti pembatasan akses karena masalah keamanan nasional,
memengaruhi kemampuan masyarakat untuk bergerak bebas di dunia digital. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah di bidang studi yang membahas
tanggung jawab negara dalam konteks ini dengan menunjukkan bagaimana digitalisasi
mempengaruhi perlindungan hak konstitusional dan bagaimana pemerintah dapat
menjadi lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, terutama
untuk menjamin hak atas informasi di era yang semakin maju ini (Congge et al., 2023;
Ahmad, 2022).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tanggung jawab
konstitusional pemerintah dalam melindungi hak atas informasi di era digital dan
seberapa efektif kebijakan dan sistem hukum yang ada untuk melindungi hak tersebut.
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Di era informasi saat ini, pentingnya akses informasi sebagai alat demokrasi semakin
diperhatikan. Pemerintah harus menciptakan ekosistem yang mendukung kebebasan
yang adil untuk memperoleh, mengakses, dan menyebarkan informasi (Poiran et al.,
2023; Congge et al., 2023). Undang-undang dan kebijakan saat ini, seperti Undang-
Undang No. 14 Tahun 2008 dibuat untuk melindungi hak ini, tetapi masih ada banyak
tantangan dalam menerapkannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada perlunya analisis
lebih lanjut tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan kebijakan ini
dalam dunia digital yang sedang berkembang (Baharun & Finori, 2019).

Selain itu, peran pemerintah dalam era disrupsi digital telah dibahas dalam
sejumlah studi (Poiran et al., 2023; Congge et al., 2023), tetapi literatur masih kekurangan
informasi tentang aspek tanggung jawab konstitusional pemerintah terkait hak atas
informasi. Penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya literasi digital untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak demokrasi (Afandi, 2023; Ahmad,
2022). Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk tidak hanya melindungi
hukum tetapi juga memberi tahu orang tentang hak mereka untuk mendapatkan
informasi dan cara mengaksesnya (Fajri et al., 2022; Afandi, 2023).

Penting untuk dicatat bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan
kebijakan ini, seperti pembatasan akses karena masalah keamanan nasional,
memengaruhi kemampuan masyarakat untuk bergerak bebas di dunia digital. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah di bidang studi yang membahas
tanggung jawab negara dalam konteks ini dengan menunjukkan bagaimana digitalisasi
mempengaruhi perlindungan hak konstitusional dan bagaimana pemerintah dapat
menjadi lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, terutama
untuk menjamin hak atas informasi di era yang semakin maju ini (Congge et al., 2023;
Ahmad, 2022).

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konstitusionalnya pemerintah harus
menjamin hak atas informasi di era digital? dan (2) Apakah ada hambatan normatif dan
praktis yang menghalangi pelaksanaan hak tersebut? Dalam konteks era digital saat ini,
pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimana kebijakan publik dan hukum dapat
memperkuat hak atas informasi sebagai hak konstitusional?

Dua alasan utama mengapa penelitian ini penting dilakukan. Pertama, secara
akademik, penelitian ini membantu mengembangkan teori tanggung jawab
konstitusional dalam bidang hukum tata negara yang berkembang. Kedua, hasil
penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi bagi pembuat kebijakan,
lembaga pengawas, dan kelompok masyarakat sipil dalam memperjuangkan
keterbukaan informasi yang adil, demokratis, dan berbasis hak asasi manusia.

Saat ini, ada ambiguitas dalam hubungan antara kebebasan informasi dan
peraturan digital yang cenderung represif. Tanpa sistem pengawasan yang jelas,
pemerintah sering mengambil alih kendali dalam menentukan jenis informasi apa yang
boleh diakses publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah tidak
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sepenuhnya memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya, bahkan mungkin melanggar
hak digital warga negara berdasarkan prinsip non-retroaktif (Rahardjo, 2019).

Untuk mengakhiri bagian pendahuluan ini, perlu dicatat bahwa penelitian ini
akan membahas aspek teoritis dan normatif dari masalah ini. Ini juga akan memberikan
kerangka evaluasi untuk kebijakan negara dan mendorong reformasi hukum yang lebih
responsif terhadap tantangan digital. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan
alasan ilmiah dan argumentatif tentang betapa pentingnya melindungi hak atas
informasi sebagai bukti dari tanggung jawab konstitusional pemerintah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menekankan
pada pemeriksaan dokumen hukum positif dan standar konstitusional terkait hak atas
informasi digital. Metode ini penting untuk memahami bagaimana undang-undang saat
ini dapat diterapkan untuk melindungi hak atas informasi yang diakui secara
konstitusional dan undang-undang (Negara et al., 2022). Untuk membuat kerangka
teoritik yang kuat, para peneliti biasanya memanfaatkan data dari jurnal ilmiah, literatur,
dan peraturan hukum (Novita & Santoso, 2021).

Berbagai undang-undang organik, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya, dan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di antara dokumen utama
yang diteliti dalam penelitian ini (Negara et al., 2022; Tumbel, 2020). Putusan Mahkamah
Konstitusi seperti Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 sangat penting untuk penelitian ini
karena memberikan dasar untuk menilai bagaimana hak atas informasi diterapkan
(Putra, 2024).

Data sekunder juga diperiksa dengan metode analisis kualitatif yang digunakan.
Berbagai artikel ilmiah dan literatur akademik dari jurnal terkemuka termasuk dalam
data ini (Delyarahmi & Murniwati, 2023; Ramadaani & Muaalifin, 2023). Akibatnya,
penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang tanggung jawab
konstitusional pemerintah untuk melindungi hak atas informasi di era digital.

Oleh karena itu, pendekatan dan referensi yang digunakan dalam penelitian ini
memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional
pemerintah untuk melindungi hak atas informasi di dunia digital.

Pendekatan komparatif digunakan untuk mengevaluasi bagaimana negara lain
terutama yang menganut demokrasi konstitusional seperti Jerman, India, dan Amerika
Serikat membuat dan menerapkan tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas
informasi di era digital. Ini dilakukan untuk mendukung argumen. Tujuan dari
penggunaan pendekatan komparatif ini adalah untuk memperluas perspektif analitis
dan memberikan masukan yang relevan bagi sistem hukum nasional, terutama di tengah
perkembangan transformasi digital global (Halstuk & Cramer, 2022; Tojiev, 2024). Model
tanggung jawab konstitusional dapat dibangun dengan mempertimbangkan konteks
lokal dan internasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik
terbaik dan masalah yang dihadapi oleh negara lain.
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Secara metodologis, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif-
analitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan komponen tanggung jawab
konstitusional pemerintah dan menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi
manusia dan hukum tata negara. Untuk menentukan apakah hak warga negara,
terutama hak atas informasi, dilindungi dengan baik, kesesuaian antara peraturan
konstitusi dan penerapan kebijakan digital pemerintah akan dikaji dalam konteks ini
(Mann et al., 2018; Dror, 2022).

Hasil penelitian sebelumnya, seperti yang ditunjukkan oleh Saragih (2020) dan
Setiawan (2021), menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan yang signifikan antara
kewajiban konstitusional untuk menjamin hak warga negara atas informasi dan
kepentingan negara untuk mengontrol informasi digital (Kainja, 2023; Nasti¢, 2021).
Penelitian juga menyatakan bahwa "Semakin besar peran negara dalam melakukan
regulasi informasi digital tanpa pengawasan konstitusional yang memadai, semakin
besar kemungkinan terjadinya pelanggaran hak atas informasi warga negara." Oleh
karena itu, penelitian ini tidak hanya membantu mengembangkan teori hukum tetapi
juga menawarkan saran untuk kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak atas
informasi di era digital (Gorwa, 2019).

Hipotesis ini didasarkan pada logika konstitusional bahwa negara bertugas
melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas informasi. Studi
menunjukkan betapa pentingnya keterbukaan informasi untuk mendukung partisipasi
masyarakat Mediyanti & Fithry (2024). Keterbukaan informasi mendorong partisipasi
masyarakat, memungkinkan orang untuk memiliki akses ke informasi dan berpartisipasi
dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Demikian pula,
pengawasan terhadap interaksi antara negara dan kebebasan informasi publik sangat
penting untuk mengontrol pemerintahan (Haikal et al., 2023). Komitmen ini
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan selain menciptakan
lingkungan yang melindungi hak atas informasi.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap secara
objektif, menyeluruh, dan berbasis teori hukum tata negara yang kokoh hubungan antara
konstitusionalitas kebijakan informasi dan perlindungan hak warga negara dalam era
digital. Metode ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi,
terutama Pasal 28F UUD 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh
informasi (Kurniawam, 2021). Hal ini penting dalam dunia digital saat ini, di mana
peraturan dan kebijakan pemerintah menentukan akses ke informasi.

Selain itu, penelitian ini mendukung argumen bahwa pengawasan konstitusional
yang cukup atas peraturan informasi digital dapat mengurangi kemungkinan
pelanggaran hak atas informasi dan memperkuat komitmen negara untuk melindungi
hak-hak dasar warganya (Primadhany, 2023). Oleh karena itu, menyusun hipotesis ini
sangat penting untuk menilai tanggung jawab konstitusional negara dalam mengelola
informasi digital.

4385



SINERGI: Jurnal Riset limiah, Volume 2 No. 9 2025, 4380 - 4406

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan titik tekan pada
studi hukum positif dan konstitusi, khususnya Pasal 28F UUD 1945, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta
perubahannya.

Penelitian jenis ini bersifat deskriptif-analitis. Ini berarti menjelaskan ide-ide
tentang bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak informasi di
era digital dan kemudian menganalisis konsep tersebut berdasarkan teori seperti
konstitusionalisme, hak asasi manusia, dan hukum tata negara.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari
peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, bahan hukum
sekunder dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur akademik, dan bahan hukum tersier dari
ensiklopedia dan kamus hukum.

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu meninjau
dokumen hukum dan literatur yang relevan. Untuk menganalisis data, analisis kualitatif
yuridis-kritis digunakan. Ini mencakup interpretasi standar hukum dan perbandingan
praktik kebijakan digital di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metodologi komparatif untuk
membandingkan praktik perlindungan hak atas informasi di beberapa negara
demokratis (Jerman, India, dan Amerika Serikat). Metode ini bertujuan untuk
memperluas perspektif analisis dan menemukan praktik terbaik yang dapat digunakan
di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

Pertama, Pasal 28F UUD 1945 secara tegas menyatakan hak setiap orang untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan
lingkungan sosialnya. Hal ini termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan cara apa pun yang
tersedia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hak atas informasi adalah hak dasar dan
komponen penting dalam kehidupan nasional dan internasional. Dengan kata lain, hak
atas informasi sangat penting untuk memperkuat demokrasi dan akuntabilitas publik
selain untuk kepentingan individu. Ini sejalan dengan gagasan bahwa akses informasi
sangat penting untuk demokrasi partisipatif (Negara et al., 2022).

Dalam Pasal 28F, hak atas informasi terdiri dari tiga komponen utama: hak untuk
mendapatkan informasi, hak untuk mengakses informasi, dan hak untuk menyampaikan
informasi. Ketiga komponen ini berfungsi sebagai dasar untuk membangun masyarakat
yang transparan dan berpartisipasi di mana semua warga memiliki hak untuk
mengetahui bagaimana pemerintah beroperasi, termasuk kebijakan, anggaran, dan
keputusan lainnya. Jika tidak ada informasi yang dapat diakses secara bebas dan terbuka,
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masyarakat akan kesulitan untuk mengawasi pemerintahan dan memberikan kritik yang
konstruktif.

Studi ini menemukan bahwa pengakuan konstitusional ini menjadi dasar hukum
yang kuat untuk tuntutan keterbukaan informasi di era komputer dan internet. Hak atas
informasi bukanlah hak yang diberikan oleh negara; itu adalah hak asasi yang dimiliki
setiap warga negara dan harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Oleh
karena itu, sistem informasi publik yang transparan dan mudah diakses, termasuk
platform digital dan media sosial resmi yang dikelola dengan akuntabilitas, adalah
tanggung jawab konstitusional pemerintah (Yulianto, 2024). Oleh karena itu, Pasal 28F
UUD 1945 menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan
meningkatkan partisipasi warga negara di era digital.

Meskipun Pasal 28F secara normatif memberikan jaminan konstitusional yang
jelas, banyak hambatan masih ada dalam kehidupan nyata. Penemuan penting dari
penelitian ini adalah bahwa pemahaman dan penerapan hak informasi seringkali rumit
dan prosedural. Banyak institusi negara tidak secara aktif memberikan informasi kepada
publik kecuali diminta; kadang-kadang, informasi ini ditolak atau dijawab dengan
lambat. Namun, konstitusi menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dan proaktif. Oleh
karena itu, Pasal 28F bukan sekadar tanda hukum; itu seharusnya berfungsi sebagai
pedoman untuk desain dan pengoperasian sistem keterbukaan informasi nasional,
terutama di tengah era digital yang membutuhkan tanggapan cepat untuk
keterhubungan dan perlindungan data serta kebebasan berbicara.

Hak atas informasi hanya akan bertahan pada tingkat normatif dan tidak akan
memenuhi kebutuhan nyata masyarakat jika norma konstitusional ini tidak diterapkan
secara konkret. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa birokrasi yang kompleks,
ketidakpahaman masyarakat tentang hak-hak ini, dan kurangnya komitmen pemerintah
untuk transparansi adalah faktor-faktor yang sering menghalangi pelaksanaan hak atas
informasi di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa semua orang di
Indonesia memahami prinsip konstitusi, hak atas informasi harus terus diperjuangkan.

Temuan kedua, hak atas Informasi di Era Modern Belum Sepenuhnya Dilindungi
oleh Regulasi Turunan. Hak atas informasi dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28F UUD
1945, tetapi ada banyak hambatan dalam praktik untuk melindunginya. Pemerintah telah
mengeluarkan beberapa undang-undang turunan, seperti Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi
mereka tidak efektif seperti yang diharapkan oleh Negara et al. Muhshi (2018)
menyatakan bahwa 2022. Meskipun kedua undang-undang ini seharusnya berfungsi
sebagai alat untuk melaksanakan jaminan konstitusional atas informasi, mereka gagal
mencapai keterbukaan informasi yang merata (Muhshi, 2018).

Misalnya, UU KIP mewajibkan badan publik untuk membuka informasi yang
dikuasainya —kecuali informasi yang dilarang ke publik. Namun, banyak lembaga
pemerintah yang belum proaktif menyediakan informasi publik melalui platform digital
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di lapangan. Beberapa organisasi malah membuat akses ke informasi sulit karena alasan
administratif, seperti jumlah permohonan yang tidak mencukupi, jumlah karyawan yang
kurang, atau sistem pengelolaan informasi yang kurang. Hal ini menyebabkan orang-
orang yang ingin mengetahui informasi penting seperti laporan keuangan daerah,
proyek pembangunan, atau kebijakan pendidikan sering menghadapi prosedur yang
sulit (Muhshi, 2018).

Sebaliknya, kebebasan berbicara dan menyebarkan informasi sekarang sering
dibatasi oleh UU ITE, yang awalnya dibuat untuk mengawasi transaksi elektronik dan
melindungi data pribadi. Dalam banyak kasus, pasal-pasal UU ITE, seperti pasal yang
berkaitan dengan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi palsu, digunakan
untuk menjerat warga negara yang menentang pemerintah. Kondisi ini menimbulkan
ketakutan dan mencegah kebebasan informasi yang dijamin oleh konstitusi (Kristiyanto,
2016). Ini menunjukkan bahwa undang-undang turunan dapat melindungi hak atas
informasi (Nurmalasari, 2021)Primadhany, 2023).

Studi menunjukkan bahwa digitalisasi informasi publik belum merata di setiap
wilayah Indonesia. Di banyak tempat, informasi yang seharusnya tersedia secara online
harus diminta secara manual atau sama sekali tidak tersedia. Infrastruktur digital yang
buruk di antara kota dan desa dan pusat dan daerah memperparah ketimpangan ini. Hal
ini menyebabkan sebagian besar masyarakat, terutama di daerah terpencil, tidak
menikmati hak konstitusional atas informasi dengan baik (Kristiyanto, 2016) Raihana et
al., 2022.

Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang kecepatan institusi publik untuk
menanggapi permintaan informasi. Menurut Muhshi (2018), ada banyak permintaan
informasi masyarakat yang tidak dijawab oleh UU KIP dalam jangka waktu yang
ditentukan atau bahkan diabaikan sama sekali. Selain itu, masyarakat dihadapkan pada
pilihan yang sulit: melaporkan ke Komisi Informasi, yang merupakan proses yang
panjang dan membutuhkan kekuatan hukum, atau tetap diam dan kehilangan hak
informasinya. Situasi ini menunjukkan bahwa hak atas informasi belum dilindungi
dengan baik (Kristiyanto, 2016).

Selain itu, kebijakan informasi publik pemerintah seringkali tidak disertai dengan
proses evaluasi yang jelas dan terlibat. Hal ini menyebabkan kebijakan menjadi sopan,
tertutup, dan rentan terhadap kritik. Namun, sistem informasi yang dapat diakses secara
instan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat diperlukan di era digital (Muhshi,
2018). Jika tidak ada transparansi dan evaluasi publik yang adil, regulasi hanya akan
menjadi dokumen hukum yang tidak akan mengubah sistem informasi nasional
(Nurmalasari, 2021).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, meskipun UU KIP dan UU ITE telah
mengambil langkah maju dalam hal normatif, mereka masih jauh dari harapan dalam
hal substansi dan pelaksanaannya. Di era digital, negara belum sepenuhnya berfungsi
sebagai pelindung dan fasilitator hak atas informasi. Sebenarnya, ada beberapa situasi di
mana undang-undang digunakan untuk menerapkan pembatasan yang melanggar
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prinsip konstitusi (Rachmawati, 2021). Hak informasi harus dilindungi secara adil,
inklusif, dan sesuai dengan konstitusionalisme demokratis dengan meninjau dan
mengubah kebijakan dan peraturan yang ada.

Temuan ketiga, metode untuk Membatasi Akses ke Informasi Digital Seringkali
Tidak Proporsional. Pemerintah memang dapat mengatur dan mengawasi arus
informasi di era digital, terutama jika berkaitan dengan keamanan nasional atau
penyebaran hoaks. Namun, penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar hukum hak
asasi manusia, yaitu kebutuhan (kebutuhan) dan proporsionalitas (kesesuaian),
seringkali digunakan secara berlebihan, menurut Rasji et al. (2025), oleh Prasetyo dan
Warka, 2023. Menurut prinsip ini, pembatasan terhadap hak warga negara, termasuk hak
atas informasi, hanya boleh dilakukan jika sangat diperlukan dan seimbang dengan
tujuan yang ingin dicapai.

Salah satu contoh jelas dari pembatasan yang tidak proporsional terjadi pada
tahun 2019 di Papua, ketika pemerintah secara sepihak menghentikan akses internet di
negara itu dengan alasan menjaga ketertiban dan mencegah penyebaran provokasi.
Pemutusan internet memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam bisnis dan
pendidikan digital (Prasetyo & Warka, 2023) (Chandra & Sitabuana, 2022;). Ini
menunjukkan bahwa pembatasan dilakukan tanpa mempertimbangkan konsekuensi
hak-hak konstitusional lainnya.

Tindakan seperti itu menimbulkan masalah besar dalam hukum tata negara
karena melibatkan pembatasan terhadap hak yang dilindungi oleh konstitusi. Proses
hukum yang ketat, termasuk mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban,
diperlukan untuk pembatasan yang adil. Jika akses ke informasi dilarang tanpa
pengawasan lembaga independen, hal itu dapat menyebabkan penyalahgunaan
kekuasaan dan merusak prinsip negara hukum (rechtstaat) yang menjadi dasar sistem
ketatanegaraan Indonesia.

Kebijakan yang menyaring atau memblokir situs web yang dianggap
menyebarkan hoaks atau mengancam stabilitas negara juga menunjukkan
ketidakproporsionalan pembatasan akses informasi. Banyak situs web atau akun media
sosial diblokir tanpa proses verifikasi yang jelas dan dapat diuji secara publik. Hal ini
dapat mengancam kebebasan berbicara dan menimbulkan ketakutan di era teknologi
(Rizal & Bahri, 2024). Metode seperti ini justru menciptakan kesan bahwa pemerintah
menggunakan kekuatan digital untuk membungkam kritik, alih-alih menciptakan ruang
informasi yang sehat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah yang membatasi
akses ke informasi digital melanggar hak asasi manusia dan prinsip konstitusional
(Prasetyo & Warka, 2023). Dalam beberapa situasi, negara memiliki hak untuk
membatasi informasi. Namun, pembatasan ini harus sesuai dengan kebutuhan dan
proporsional terhadap risiko yang dihadapi. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk
demokrasi digital jika hak atas informasi tidak dimasukkan ke dalam konstitusi. Jika
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tidak, hal itu akan dengan mudah merusak prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang
penting untuk demokrasi digital. Oleh karena itu, pembentukan kerangka regulasi yang
lebih jelas, bertanggung jawab, dan sesuai dengan normatif yang adil untuk pelaksanaan
hak atas informasi sangat penting (Chandra & Sitabuana, 2022; Subagiyo, 2014).

Temuan selanjutnya adalah kegagalan Sistem Pengawasan Konstitusional untuk
Kebijakan Informasi Digital Pemerintah. Salah satu temuan penting dari penelitian ini
adalah bahwa tidak ada mekanisme yang kuat dan independen yang mengawasi
kebijakan pemerintah tentang informasi digital. Saat ini, ada beberapa lembaga yang
menangani hak atas informasi, seperti Komisi Informasi dan Ombudsman, tetapi tidak
satu pun di antaranya ditugaskan untuk mengawasi konten, peraturan, atau pelaksanaan
regulasi informasi digital secara menyeluruh dan berkelanjutan. Di era digital,
perlindungan hak atas informasi menjadi sulit karena banyaknya lembaga pengawas dan
kurangnya fokus.

Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan tentang informasi digital, mulai
dari pemblokiran situs web hingga pengelolaan data pribadi atas alasan keamanan
nasional. Sayangnya, tidak ada lembaga yang memeriksa secara ketat apakah kebijakan
tersebut sesuai dengan konstitusi. Akibatnya, publik sering kali tidak memiliki
kesempatan untuk menilai keabsahan dan keadilan kebijakan tersebut. Akibatnya,
keputusan negara dapat melanggar hak-hak dasar masyarakat tanpa pengawasan yang
memadai.

Di negara demokratis, lembaga independen yang memiliki otoritas hukum dan
kepercayaan publik harus mengawasi kebijakan digital, bukan hanya sebagai tugas
administratif. Misalnya, negara-negara seperti Jerman memiliki lembaga yang
bertanggung jawab untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan digital berdasarkan hak
asasi dan konstitusi. Indonesia saat ini tidak memiliki lembaga seperti itu yang dapat
menilai apakah tindakan pemerintah di dunia digital melanggar hak atas informasi atau
justru melindunginya.

Selain kekurangan lembaga khusus, kurangnya partisipasi publik dalam proses
evaluasi kebijakan digital juga menyebabkan kurangnya pengawasan. Banyak kebijakan
pemerintah tentang informasi dan komunikasi digital dibuat secara tertutup, tanpa
masyarakat sipil, akademisi, atau media berpartisipasi secara aktif. Ini bertentangan
dengan prinsip pengendalian dan keseimbangan, yang merupakan dasar dari sistem
konstitusional. Sangat sulit untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar
hak konstitusional warga negara dalam keadaan seperti ini.

Oleh karena itu, membangun sistem pengawasan konstitusional yang kuat dan
independen menjadi sangat penting. Ketika tidak ada pengawasan yang memadai,
pemerintah dapat mengabaikan prinsip keterbukaan, menyalahgunakan kekuatan
digital, dan mengabaikan hak informasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini
mendorong pembentukan lembaga pengawas atau lembaga ad hoc yang memiliki tugas
konstitusional untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tentang informasi digital
tetap sesuai dengan hukum.
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Selanjutnya adalah Ketimpangan dalam Akses Informasi Digital antara Kota dan
Desa. Adanya perbedaan dalam akses informasi digital antara masyarakat perkotaan dan
perdesaan adalah salah satu masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Akses
internet yang lebih cepat, perangkat digital yang lebih canggih, dan infrastruktur
teknologi yang lebih memadai umumnya dimiliki oleh masyarakat kota (Tahmasebi,
2023; Sheila & Fahmi, 2024). Di sisi lain, orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan
terus mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet yang stabil; bahkan
terkadang, mereka sama sekali tidak memiliki akses ke internet. Hal ini menimbulkan
perbedaan yang signifikan dalam kesetaraan hak atas informasi (Saputra et al., 2023).

Keterbatasan digital ini mencakup aspek teknis seperti ketersediaan sinyal atau
perangkat, serta kapasitas untuk membaca digital. Karena biasanya menggunakan
perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti mencari informasi dari berbagai
sumber, masyarakat di kota lebih akrab dengan teknologi. Sebaliknya, pendampingan
teknologi dan pendidikan yang kurang menyebabkan masyarakat di banyak wilayah
perdesaan belum memanfaatkan informasi digital secara efektif dan kritis (Tahmasebi,
2023; Saputra et al., 2023).

Keterkaitan ini sangat berbahaya karena informasi digital sekarang menjadi
sumber penting dalam banyak aspek kehidupan, seperti pendidikan, layanan publik,
kesehatan, dan partisipasi politik. Ketika masyarakat desa tidak memiliki akses ke
teknologi digital atau tidak mampu menggunakannya secara optimal, mereka akan
tertinggal dalam memperoleh hak-hak dasar yang dijamin oleh negara, termasuk hak
atas informasi. Keadilan sosial dan hak warga negara adalah aspek lain dari kondisi ini
selain kesenjangan ekonomi dan kemajuan (Bawakyillenuo, 2009; Sheila & Fahmi, 2024).

Dalam konteks hukum dan konstitusi, kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas
informasi belum merata. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa
setiap warganya memiliki akses informasi yang sama. Persamaan di hadapan hukum
dan keadilan sosial yang dijanjikan UUD 1945 akan dipertanyakan jika hanya warga kota
yang dapat menikmati hak-hak tersebut (Lucendo-Monedero et al., 2019; Sheila & Fahmi,
2024).

Akibatnya, penelitian ini menyarankan agar pemerintah tidak hanya
berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur digital di kota-kota besar tetapi juga
membuat kebijakan yang mendukung wilayah tertinggal. Subsidi internet desa,
pelatihan literasi digital berbasis komunitas, dan pengembangan platform informasi
yang ramah masyarakat pedesaan adalah beberapa contohnya (Saputra et al., 2023; Kia
et al., 2017). Oleh karena itu, hak atas informasi, yang merupakan hak konstitusional,
dapat dilaksanakan dengan lebih adil, merata, dan berdampak langsung pada semua
warga negara Indonesia.

Selanjutnya adalah Partisipasi Publik dalam Penyusunan Kebijakan Informasi
Digital Belum Ideal. Tidak ada partisipasi publik yang memadai dalam proses
pembuatan kebijakan informasi digital adalah salah satu masalah penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan digital di Indonesia. Pemerintah biasanya menggunakan
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pendekatan top-down, di mana kebijakan dibuat oleh para pengambil keputusan terlebih
dahulu sebelum disampaikan kepada masyarakat. Metode ini sering kali mengabaikan
suara masyarakat sipil, komunitas digital, dan media massa saat membuat kebijakan.
Akibatnya, hasil kebijakan sering kali tidak mencerminkan kebutuhan nyata publik
Karimullah et al., 2023).

Namun, kontribusi dari berbagai bagian masyarakat sangat penting untuk
memastikan bahwa kebijakan yang dibuat relevan dan efektif dalam era teknologi yang
berubah dengan cepat. Misalnya, jika dibandingkan dengan birokrasi formal, komunitas
digital sering kali lebih sensitif terhadap perubahan dan potensi ancaman di dunia siber.
Media massa juga memiliki cara unik untuk mengimbangi kebebasan pers dan
perlindungan informasi. Kebijakan cenderung tidak adaptif dan menimbulkan
penolakan jika semua pihak ini tidak dilibatkan sejak awal (Fatimah et al., 2023).

Problem legitimasi sosial kebijakan yang dibuat ditimbulkan oleh kurangnya
partisipasi publik ini. Sangat mungkin bagi masyarakat yang tidak terlibat untuk berpikir
bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan pemerintah atau kelompok tertentu.
Hal ini dapat menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan publik terhadap kebijakan
digital tersebut dan bahkan dapat memicu reaksi alternatif, seperti menolak undang-
undang yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi atau mengancam privasi
(Wibowo et al., 2024).

Partisipasi publik seharusnya merupakan proses diskusi yang terbuka dan
berkelanjutan sejak tahap penyusunan, bukan hanya formalitas dalam bentuk "uji
publik" sebelum kebijakan disetujui. Misalnya, pemerintah dapat mengadakan forum
diskusi terbuka, ruang konsultasi online, atau focus group discussion (FGD) dengan
pemangku kepentingan digital (Arifidianto, 2023). Pelibatan ini sangat penting untuk
meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan serta untuk demokrasi prosedural.

Pelibatan kelompok yang rentan juga penting. Anak muda, wanita, penyandang
disabilitas, dan masyarakat tertinggal sering kali memiliki kebutuhan khusus untuk
menggunakan dan mengakses informasi digital. Mungkin ada kemungkinan bahwa
kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan pendapat mereka akan bias terhadap
kelompok mayoritas dan semakin memperlebar jurang digital yang ada saat ini (Fatimah
et al.,, 2023; Karimullah et al., 2023). Kebijakan digital yang inklusif dibuat oleh kelompok
orang yang bekerja sama dengan satu sama lain, bukan hanya dari satu kepala.

Selain itu, kurangnya partisipasi publik ini menunjukkan masalah dengan tata
kelola pemerintahan yang jelas dan akuntabel. Kepercayaan publik dibangun di era
digital melalui keterbukaan, kerja sama, dan keterlibatan aktif masyarakat. Kepercayaan
dapat rusak ketika kebijakan digital dibuat secara tertutup dan sepihak. Dalam jangka
panjang, hal ini akan menghambat upaya pemerintah untuk transformasi digital itu
sendiri.

Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan reformasi metode untuk membuat
kebijakan informasi digital. Pemerintah harus mengubah perspektifnya, beralih dari
menjadi pemegang keputusan tunggal menjadi fasilitator percakapan antara berbagai
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kelompok. Regulasi digital akan lebih fleksibel, demokratis, dan sejalan dengan hak
konstitusional masyarakat untuk akses informasi yang adil dan merata jika ada
mekanisme partisipasi publik yang jelas, terorganisir, dan mudah diakses.

B. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Bertindak dan Menjaga

Tanggung jawab pemerintah memang aktif dan protektif dalam hal hak atas
informasi. Ini berarti bahwa negara tidak hanya harus memastikan bahwa orang
dapat mendapatkan informasi yang benar, relevan, dan mudah diakses, tetapi juga
harus memastikan bahwa orang tidak mengganggu aksesnya. Konstitusi Indonesia
tidak hanya menjamin bahwa orang tidak terpengaruh oleh pemerintah, tetapi juga
menuntut pemerintah untuk membuat lingkungan yang memungkinkan orang
memanfaatkan hak-haknya secara maksimal (Negara et al., 2022).

Menurut doktrin konstitusionalisme, negara tidak boleh berdiam diri dalam
melindungi hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemerintah harus membuat
peraturan yang mendukung keterbukaan, membuat infrastruktur digital yang adil,
dan memastikan bahwa saluran informasi publik mudah diakses. Pemerintahan yang
terbuka adalah penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan partisipatoris,
yang diterapkan dari pengambilan keputusan hingga evaluasi (Negara et al., 2022).
Pemerintah juga harus meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga mereka
dapat menggunakan informasi dengan bijak dan kritis.

Negara juga bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari informasi
yang salah, seperti propaganda dan hoaks. Berdasarkan prinsip proporsionalitas dan
transparansi, perlindungan ini tidak boleh dilakukan secara represif. Dalam
menanggapi disinformasi, pemerintah tidak boleh menutup informasi yang sah
dengan alasan keamanan; sebaliknya, mereka harus mengambil pendekatan yang
berpartisipasi dan edukatif (Negara et al., 2022).

Tanggung jawab aktif dan perlindungan ini sebenarnya mencakup banyak hal,
seperti membuat portal keterbukaan informasi yang mudah digunakan,
menyediakan layanan informasi publik dengan cepat di internet, membuka data
pemerintah untuk penelitian dan pengawasan umum, dan melibatkan masyarakat
sipil dalam pembuatan regulasi digital. Selain itu, negara bertanggung jawab untuk
membangun sistem pengaduan publik yang efisien. Ketika negara tidak memenuhi
tanggung jawab ini, ia telah melanggar hak konstitusional rakyatnya (Negara et al.,
2022).

Pentingnya hal ini semakin terasa di era digital, di mana banyak data mengalir
dengan cepat. Negara tidak hanya harus membuat undang-undang atau peraturan
yang baik, tetapi juga harus memiliki lembaga yang kuat untuk memastikan bahwa
undang-undang tersebut dilaksanakan dengan benar. Agar sistem informasi digital
benar-benar terbuka dan akuntabel, sangat penting untuk bekerja sama dengan
komunitas digital, akademisi, media, dan sektor swasta (Negara et al., 2022). Profesi
Jimly Asshiddigie (2021) mengatakan bahwa sistem informasi digital yang terbuka
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dan transparan adalah hal penting bagi negara demokratis yang mempertahankan
hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hak atas informasi hanya dapat
berjalan dengan baik jika pemerintah benar-benar peduli dengan kepentingan publik.

2. Konflik antara Pembatasan dan Keterbukaan Menggambarkan Ambivalensi
Konstitusional

Dalam hal hak atas informasi, ada perbedaan yang signifikan antara prinsip
keterbukaan informasi dan praktik negara yang membatasi akses ke informasi, yang
menyebabkan pendapat yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Hak atas
informasi termasuk dalam hak asasi manusia UUD 1945. Namun, undang-undang
seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering
digunakan untuk mengekang hak ini (lannone, 2022). Hal ini menunjukkan
perbedaan antara kenyataan dunia kebijakan dan idealisme konstitusi.

ITE Act, yang awalnya dirancang untuk mengawasi transaksi elektronik dan
menjaga ketertiban digital, sering disalahgunakan sebagai alat untuk membatasi
akses terhadap informasi yang dianggap sensitif atau kontroversial. Banyak kali,
pembatasan ini tidak didasarkan pada justifikasi hukum yang kuat atau alasan yang
proporsional. Banyak orang merasa hak mereka untuk mengetahui atau memberikan
informasi terancam karena fenomena ini, bahkan ada yang dikriminalisasi (lannone,
2022).

Dalam konstitusi, prinsip pembatasan hak menekankan bahwa pembatasan
hanya dapat dilakukan oleh undang-undang, untuk tujuan yang sah, dan harus
sesuai dengan prinsip "necessity" dan "proportionality". Ini menunjukkan bahwa
pembatasan harus benar-benar diperlukan dan sebanding dengan bahaya yang
dihadapi Steel, 2018; Sayangnya, alasan seperti "keamanan nasional' atau
"pencegahan hoaks" sering kali digunakan tanpa melakukan penelitian yang objektif
dan terbuka. Kondisi ini menyebabkan kesewenang-wenangan, yang mengganggu
legitimasi hukum itu sendiri. Ketika masyarakat melihat negara bertindak tidak
konsisten, meskipun mereka menuntut keterbukaan, kepercayaan terhadap hukum
dapat menurun (Iannone, 2022).

Selain itu, keadaan ini menimbulkan tantangan bagi upaya aktivis, masyarakat
sipil, akademisi, dan media untuk melakukan kontrol sosial. Penyebaran informasi
menjadi terbatas karena ketakutan terhadap hukum yang multitafsir. Banyak
platform digital merasa perlu melakukan sensor diri untuk menghindari konflik
hukum, bahkan jika konten mereka bersifat edukatif atau kritis (Steel, 2018).

Selain itu, konflik ini berdampak negatif pada demokrasi digital Indonesia.
Ketika kebebasan berbicara dan hak untuk mengetahui dibatasi, ruang publik digital
menjadi tidak sehat, diskusi kritis berkurang, dan masyarakat cenderung apatis
karena takut bersuara. Ini sangat tidak menyenangkan karena partisipasi publik yang
positif sangat penting untuk membuat kebijakan yang memenuhi kebutuhan rakyat
(Oni et al., 2020).
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Akibatnya, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk merevisi undang-
undang yang dapat membatasi hak atas informasi secara tidak proporsional.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pembatasan didasarkan pada konstitusi
dan hukum hak asasi manusia. Pembentukan lembaga pengawasan independen dan
revisi UU ITE dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi ketidaksepakatan
konstitusional ini dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum
nasional. Sebagai hasil dari tindakan ini, diharapkan hak atas informasi akan
dilindungi dalam sistem hukum yang adil dan adil (Iannone, 2022; Steel, 2018; Oni et
al., 2020).

3. Tidak Ada Pengawasan Informasi Digital dari Lembaga Pengawas Konstitusional
Menjadi Masalah Struktural

Tidak adanya lembaga legislatif yang bertanggung jawab atas kebijakan
informasi digital merupakan masalah struktural yang signifikan. Negara belum
membentuk mekanisme pengawasan yang mampu menyeimbangkan kekuasaan
pemerintah dan perlindungan hak warga negara di tengah perkembangan teknologi
dan digitalisasi yang begitu cepat. Tanpa pengawasan yang kuat, pemerintah menjadi
satu-satunya pihak yang memiliki kendali atas keputusan apa yang boleh dan tidak
boleh diakses oleh masyarakat umum. Situasi ini pasti bertentangan dengan prinsip
demokrasi, yang menganggap rakyat sebagai subjek utama negara hukum.

Sistem checks and balances sangat penting untuk pemerintahan demokratis.
Dalam hal informasi digital, harus ada lembaga independen yang mampu
memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah mematuhi hak memperoleh
informasi secara konstitusional. Namun, pengawasan kebijakan digital masih
dilakukan secara internal dan tertutup. Akibatnya, kebijakan digital seringkali dibuat
tanpa penilaian konstitusional yang memadai dari segi prosedur maupun substansi.

Dunia digital kita dapat disalahgunakan oleh kekuatan karena ada pengawas
konstitusional. Pemerintah mengklaim bertindak atas nama keamanan nasional,
tetapi tanpa transparansi dan pengawasan, pernyataan tersebut dapat menjadi alat
represi terhadap kebebasan berbicara dan mendapatkan informasi. Situasi seperti ini
sudah pernah terjadi sebelumnya, misalnya ketika pemerintah Papua secara sepihak
memutuskan akses internet tanpa mekanisme pengujian independen pada tahun
2019.

Masalah ini bukan hanya masalah kelembagaan; itu juga mencakup aspek politik
dan ideologis dari hukum informasi di Indonesia. Jika pengawasan hanya bergantung
pada logika birokrasi, semua kebijakan negara akan dibenarkan, terlepas dari efeknya
terhadap hak-hak konstitusional penduduk. Meskipun demikian, hak atas informasi
digital harus dianggap sebagai hak sipil yang dilindungi, bukan semata-mata sebagai
objek pengaturan teknokratis, dalam konteks negara hukum kontemporer.

Proses penegakan hak informasi menjadi kurang efektif jika tidak ada pengawas
independen. Orang-orang yang merasa dirugikan oleh sensor atau pembatasan
informasi tidak memiliki cara yang tepat untuk mengadu. Komisi Informasi Pusat
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(KIP) hanya memiliki sedikit tugas dan seringkali tidak menangani masalah strategis
seperti pengawasan kebijakan penyensoran atau pemutusan akses internet. Oleh
karena itu, hak konstitusional untuk mendapatkan informasi hanya terbatas pada
urusan administratif, bukan sebagai bagian dari mengontrol kekuasaan negara.

Selain itu, kurangnya sistem pengawasan yang kuat dapat menyebabkan
munculnya otoritarianisme digital di mana negara mengontrol wacana publik
dengan menguasai ruang digital. Dalam keadaan seperti ini, kritik dilarang, informasi
terbatas, dan narasi resmi pemerintah memengaruhi pendapat publik secara sepihak.
Ini pasti sangat berbahaya bagi demokrasi karena akan menghancurkan prinsip
keterbukaan dan transparansi yang merupakan dasar dari akuntabilitas kekuasaan.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan tindakan yang dirancang secara strategis
untuk membangun sistem yang memungkinkan pengawasan konstitusional
terhadap kebijakan digital. Bukan sekadar memperkuat kendali negara atas dunia
digital, negara harus membuat lembaga yang independen, profesional, dan berfokus
pada perlindungan hak warga negara. Sehingga hak atas informasi benar-benar
ditegakkan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi dan bukan sekadar jargon
administratif, partisipasi masyarakat sipil dan media harus diperluas selama proses
pembentukan dan evaluasi kebijakan informasi digital.

4. Problem Ketimpangan Digital sebagai Penghalang untuk Melaksanakan Hak
Konstitusional

Problem ketimpangan digital adalah masalah besar yang dapat menghambat
pelaksanaan hak-hak warga negara yang dijamin dalam Konstitusi, terutama hak atas
informasi. Menurut Helsper & Reisdorf (2016), ketimpangan digital adalah perbedaan
besar antara orang-orang yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) dan mereka yang tidak. Ini terutama terlihat pada orang-orang di
perdesaan atau wilayah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur digital yang
memadai. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan hak atas informasi bagi sebagian
warga negara.

Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi adalah hak untuk
mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tidak diskriminatif. Diskriminasi
struktural terjadi ketika infrastruktur atau ekonomi membatasi akses informasi, yang
secara tidak langsung dilakukan oleh negara. Dalam hal ini, negara dianggap tidak
memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menjamin hak setara setiap warga
negaranya.

Keterbatasan ini mencakup tidak hanya akses internet; mereka mencakup literasi
digital yang dapat diakses, ketersediaan perangkat teknologi, dan ketersediaan
sumber daya manusia yang dapat mendukung ekosistem digital di berbagai wilayah.
Orang-orang di kota-kota besar dapat dengan mudah mendapatkan berita, layanan
publik digital, dan pendidikan online. Namun, akses ke informasi masih sangat
terbatas di daerah tertinggal, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial UUD
1945 (Indama, 2022).
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Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa rakyatnya
tidak tertinggal dalam era teknologi ini. Pelatihan literasi digital, subsidi perangkat
digital, penyediaan layanan informasi yang mudah diakses, dan pembangunan
infrastruktur internet hingga pelosok desa adalah beberapa upaya yang dapat
dilakukan (Krintz et al., 2014). Hak atas informasi akan tetap menjadi hambatan
utama jika pemerintah tidak melakukan sesuatu.

Akibatnya, ketimpangan digital bukan hanya masalah teknologi; itu juga
merupakan masalah konstitusional dan keadilan sosial. Pemerintah harus
mempertimbangkan masalah ini sebagai bagian dari kewajibannya yang bersifat aktif
dan protektif secara konstitusional. Prinsip kesetaraan dalam konstitusi menuntut
agar negara tidak hanya memberi beberapa warganya akses ke informasi, tetapi juga
secara aktif membantu orang yang terpinggirkan mendapatkan hak yang sama.
Demokratisasi informasi akan tetap menjadi perdebatan tanpa kenyataan jika tidak
ada kesetaraan ini (Sahur & Amiruddin, 2023).

5. Legitimasi Regulasi Informasi Digital Dirusak oleh Minimnya Partisipasi

Salah satu masalah utama yang mengganggu kualitas demokrasi dan legitimasi
kebijakan adalah kurangnya partisipasi publik dalam pembentukan regulasi
informasi digital. Regulasi yang dibuat tanpa melibatkan masyarakat, terutama
pihak-pihak yang terdampak langsung, cenderung tidak mencerminkan kebutuhan
dan aspirasi publik. Akibatnya, mereka berisiko menghasilkan penolakan, baik secara
terbuka melalui kritik sosial maupun secara diam-diam melalui ketidakpatuhan.
Regulasi yang tidak inklusif dalam dunia digital dapat menyebabkan
ketidaksepakatan, perdebatan, dan bahkan ketidakpercayaan terhadap institusi
negara.

Salah satu aspek penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, atau
tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas,
partisipasi, dan responsivitas Indama (2022), adalah partisipasi publik dalam proses
perumusan kebijakan. Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan
pendapat mereka, kebijakan yang dibuat akan memiliki legitimasi sosial dan politik
yang lebih besar. Sebaliknya, jika prosesnya bersifat top-down dan eksklusif, regulasi
akan kehilangan akar sosialnya dan dianggap sebagai produk elit yang tidak relevan
dengan keadaan di lapangan (Ningsih, 2024).

Dalam hal hak konstitusional atas informasi, kedaulatan rakyat yang dijamin
dalam UUD 1945 berasal dari partisipasi publik. Pemerintah tidak hanya
bertanggung jawab untuk membuat peraturan, tetapi juga bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa peraturan tersebut dibuat dengan cara yang demokratis dan
inklusif. Keterlibatan publik dalam peraturan digital sangat penting karena masalah
seperti privasi data, keamanan siber, dan kebebasan berekspresi adalah hak dasar
setiap orang di era digital (AllahRakha, 2024).

Sayangnya, banyak peraturan digital Indonesia dibuat tanpa konsultasi publik
yang memadai. Dibutuhkan diskusi terbuka dengan masyarakat sipil, akademisi,
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pelaku industri, dan pengguna internet untuk mengatasi beberapa undang-undang
pemerintah yang berkaitan dengan platform digital, penyensoran konten, dan
pengawasan data pribadi. Ini membuat regulasi tersebut dianggap tidak legitimasi
dan rentan dipersoalkan secara hukum dan sosial, terutama ketika masyarakat
merasa diabaikan. Akibatnya, dorongan untuk berpartisipasi dalam demokrasi
berkurang.

Selain itu, partisipasi publik yang minimal dapat menghambat pelaksanaan
regulasi. Orang-orang di masyarakat yang tidak memiliki aturan cenderung tidak
memahami artinya atau bahkan memilih untuk melanggarnya. Kondisi ini
menyebabkan beban pengawasan yang meningkat, konflik kepentingan, dan
keretakan antara masyarakat digital dan pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini
akan mengurangi kemampuan pemerintah untuk membuat ekosistem informasi
digital yang aman dan adil (Isabella et al., 2024).

Pemerintah harus memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif untuk
menyelesaikan masalah ini. Mekanisme konsultasi publik harus ditingkatkan melalui
forum online dan luring, pelibatan stakeholder lintas sektor, dan publik hearing
terbuka. Secara cepat dan transparan, kontribusi masyarakat dapat dikumpulkan
melalui platform digital dan media sosial. Oleh karena itu, regulasi digital yang
dibuat menjadi sah secara sosial dan moral (Wang & Ma, 2022).

Pada akhirnya, legitimasi suatu regulasi ditentukan oleh kedua proses formal
dan partisipasi publik dalam pembentukannya. Regulasi sebagai produk demokrasi
akan kehilangan maknanya jika tidak ada partisipasi yang signifikan. Negara tidak
lagi dapat berpartisipasi secara eksklusif dalam proses pengambilan kebijakan dalam
era digital yang dinamis. Agar hak-hak konstitusional atas informasi benar-benar
dilindungi dan dijalankan secara adil, pemerintah harus berperan sebagai fasilitator
diskusi antara kepentingan negara dan masyarakat.

6. Implikasi di bidang teori dan praktik
a. Metode Lama Hilang.

Hak-hak konstitusional warga negara telah dilindungi secara pasif oleh
pemerintah, tetapi ini mulai terlihat tidak lagi memadai di era digital saat ini.
Metode pasif ini biasanya berarti "membiarkan" hak warga negara tanpa
melakukan intervensi aktif; ini dianggap cukup karena negara telah memenuhi
tugas konstitusionalnya dengan tidak mengganggu. Namun, tidak adanya
intervensi menciptakan peluang untuk kesalahan, penyimpangan, dan
penyalahgunaan data di era informasi yang cepat dan kompleks ini.

b. Negara Harus Berfungsi sebagai Penjamin, Bukan Sebagai Pengatur

Secara teoritis, peran utama negara dalam era digital bukan hanya menjadi
regulator atau pembuat aturan, tetapi juga sebagai penjamin hak konstitusional
atas informasi. Dengan kata lain, pemerintah harus berpartisipasi secara aktif
dalam memastikan bahwa semua warganya memiliki akses terhadap informasi
yang akurat, berkualitas, dan tidak bias. Tugas negara bukan hanya membuat
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undang-undang, tetapijuga memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara
adil dan sesuai dengan hak asasi manusia (HAM).
c. Relevansi Teori Konstitusionalisme Dunia Sekarang

Menurut teori konstitusionalisme kontemporer, hak atas informasi bukanlah
hak netral yang tidak memerlukan peran negara. Sebaliknya, semakin kompleks
sistem digital yang ada, semakin diperlukan kehadiran negara untuk mengawasi,
menyeimbangkan, dan memastikan bahwa aktor-aktor dominan, termasuk
negara sendiri, tidak memonopoli informasi. Dengan kata lain, negara harus
menyediakan sistem hukum dan kelembagaan yang memastikan bahwa informasi
tetap menjadi tempat yang aman bagi masyarakat umum.

d. Sangat penting untuk mereformasi kebijakan digital.

Secara praktis, pendekatan teoritis ini menghasilkan kebutuhan untuk
merevisi kebijakan digital nasional. Kebijakan seperti UU ITE, UU Perlindungan
Data Pribadi, dan lainnya harus disesuaikan dengan hak asasi manusia saat
dibuat. Sebaiknya kebijakan tersebut tidak hanya mencakup sanksi dan larangan,
tetapi juga memasukkan instrumen perlindungan, pendidikan digital, dan
meningkatkan akses dan produksi informasi yang inklusif.

e. Ada kebutuhan untuk Organisasi Pengawas Independen
Salah satu kebutuhan yang paling mendesak adalah pembentukan lembaga
pengawas independen yang bertanggung jawab atas kebijakan informasi digital.
Meskipun tidak berada di bawah komando eksekutif, lembaga ini bekerja secara
otonom, seperti halnya Komnas HAM atau Komisi Informasi Publik. Mereka
ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang digital, menerima
aduan publik, dan memberikan saran hukum yang mengikat. Kehadiran lembaga
seperti ini akan berfungsi sebagai check and balance terhadap kekuatan informasi
pemerintah.
f. Menangani Otoritarianisme Digital
Negara-negara dapat terjebak dalam otoritarianisme digital jika tidak ada
mekanisme pengawasan yang kuat dan independen. Ini adalah situasi di mana
pemerintah memiliki kontrol yang kuat atas informasi, baik secara langsung
maupun melalui algoritma digital dan platform media sosial. Hak konstitusional
dan demokrasi sendiri diancam oleh otoritarianisme jenis ini. Akibatnya,
pendekatan aktif dan pengawasan independen merupakan keharusan, bukan
pilihan.
j. Implikasi terhadap Sistem Manajemen Digital Nasional
Tata kelola digital nasional secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh
reformulasi kebijakan dan pembentukan lembaga pengawas. Pemerintah harus
membangun ekosistem digital yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Masyarakat harus terlibat sejak awal dalam proses perumusan kebijakan, bukan
hanya sebagai objek yang diatur, tetapi juga sebagai subjek yang menentukan
bagaimana dan apa yang diatur.
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Pada akhirnya, konstitusionalisme digital yang inklusif dicapai melalui
penguatan praktik pemerintah yang aktif, perubahan kebijakan, dan pembentukan
lembaga pengawas independen. Di sinilah negara berfungsi sebagai penjamin hak-hak
daripada hanya penegak hukum. Langkah ini akan memastikan bahwa hak atas
informasi diakui secara resmi dalam konstitusi dan dinikmati secara luas oleh semua
warga Indonesia di era internet.

KESIMPULAN

Menurut penelitian ini, hak atas informasi sebagai hak konstitusional warga
negara perlu dilindungi secara aktif dan progresif di era digital. Pemerintah belum
sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya secara optimal. Ini terlihat
dari kurangnya partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan digital, kurangnya
lembaga pengawas independen, dan ketimpangan digital yang terus terjadi yang
menyebabkan orang berbeda-beda dalam mendapatkan akses ke informasi.

Hasil ini secara teoritis mendukung gagasan bahwa metode pasif di mana negara
hanya berfungsi sebagai regulator tidak lagi cukup. Pemerintah harus bertindak proaktif
sebagai penjamin atau penjamin hak-hak konstitusional di ruang digital. Secara praktis,
kebijakan yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia (HAM) harus diubah,
masyarakat sipil harus dilibatkan lebih banyak dalam proses legislasi digital, dan
lembaga independen harus didirikan untuk memantau dan melaksanakan undang-
undang secara adil dan akuntabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan sistem konstitusionalisme
digital harus diorientasikan pada model yang adil dan inklusif. Untuk memastikan hak
atas informasi tidak hanya diatur dalam konstitusi tetapi juga dirasakan secara merata
oleh semua warga negara, kebijakan, lembaga, dan masyarakat harus bekerja sama.

Untuk penelitian mendatang, diperlukan penelitian yang lebih luas tentang
seberapa efektif peraturan digital saat ini, bagaimana masyarakat melihat kebijakan
informasi pemerintah, dan model kelembagaan pengawas informasi digital di negara
lain. Hal ini penting untuk memperluas perspektif dan memperkuat dasar untuk
pembentukan kebijakan nasional yang responsif terhadap tantangan yang muncul di era
digital.
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